SALINAN

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 35 TAHUN 2017

tuan Pasal 96 ayat (4]
Tahun 2015 tentang
tah Nomor 43 Tahun 2014

27 Tahun 1959 tentang Penctapan
3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan
t 11 di Kalimantan (Lembaran

Indonesia Tehun 1953 Nomor 9) ScoAgE

(Lembaran Negara
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3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
54957 ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

. Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan

: Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

mwmmmﬂmm
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) ;

n Menteri Duhun Negui Nomor 80 Tnhun 2015
pub lnmeda'rlhnnmwﬂm%aﬁ].
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i Barito Selatan N,
 Peraturan Bupati omor 22 Tah
i tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Degg M,;m 2018
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 Nomor 22).

MEMUTUSKAN:

apkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ALOKAS! DAy
i DESA SETIAP DESA DAN PEDOMAN

PELAKBANAANNYA
DI KABUPATEN  BARITO SELATAN  TAHUN
ANGGARAN 2017,
BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
- . 2. Pemerintah Dacrah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagi unsur

Penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.

4. Camat adalah Pcmngkntnaemhymgmemmzyniwihﬂhhjndiﬁw
Kecamatan dalam Kabupaten Barito Selatan.

5. Mﬂhb@aaddnthpnhDeudeeﬂnghtDeuMum
Penyelenggara Pemerintahan Desa.

6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan oleh
muhbuadend:nanusmmemlBPD} dalam
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarian
ud'unﬂ.dmmhﬂnduummphtmdhkuidmdihnmﬁd:hm

7. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Barito
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MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) ADD Merupakan Dana APBD Kabupaten Barito Selatan yang dialokasikan
kepada Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar
tumbuh dan berkembang berdasarkan keanckaragaman, partisipasi,
otonomi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

(2) ADD diberikan kepada Pemerintah Desa dengan tujuan :

a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan;

b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat
desa dan pemberdayaan masyarakat;

¢. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;

d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam
rangka mewujudkan peningkatan kehidupan sosial kemasyarakatan;

e. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka
dan
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a. Alokasi dasar; dan

b. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumiah penduduk,
angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa.

Pasal 5

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a,
dihitung berdasarkan dari total alokasi dasar dibagi jumlah desa.

Pasal 6

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka
kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa sebagaimana
dimaksud pada Pasal 4 huruf b yang bersumber dari kementerian yang

berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang statistik.

Pasal 7

6 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

W = [(0,25 x Z1) + (0,35 x Z2) + (0,10 x Z3) + (0,30 x Z4)] x (ADD Kabupaten -
AD Kabupaten)

|
N = I '* - -2|
yos : : |
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ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dinm tercantum

Peraturan Bupati ini. s

memperoleh  Jaminan Pemeliharaan melalui  Badan
o IEg: JHninnnSOudal[BPJSI Kesehatan,
(2) Besaran juran Bpys sebagaimana dimaksud pada 9) sdalah sassai
. iuran BRS kelas 3 (iga), B o S
@) '

Jaminan pemeliharaan keschatan
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BAB VI

FASILITASI PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
TINGKAT KECAMATAN DAN KABUPATEN

Bagian Satu
Tingkat Kecamatan

Pasal 12

(1) Untuk tingkat Kecamatan dibentuk Tim Fasilitasi Pelaksanaan ADD
Tingkat Kecamatan yang ditetapkan melalui Keputusan Camat dan
memiliki tugas utama melakukan pemantauan, pengendalian  dan
pengawasan umum atas seluruh kegiatan ADD baik dalam tahapan
perencanaan maupun dalam pelaksanaannya.

Secara rinci tugas Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan adalah sebagai

berikut:
a. Membina dan mcngkourdinniklﬂ musyawarah perencanaan
. pembangunan desa (Musrenbangdes) dalam wilayah Kecamatan;

b. Mengumpulkan data serta menglnvmmﬁuﬂrmﬂmmwmn
unmkdicek:ﬂangdmgmmnmmaudahdimphnw&hk
te:jndimmpnngtindihpembiaym:

c. Hmhnmmmh:nmyumnmmmmmmn

: Mhlcnglmpannya;

immﬂnﬁmlm'amhbﬁm data dan
informasi tentang ADD;

e. Melaksanakan penelitian/verifikasi terhadap dokumen permohonan
penyaluran ADD setiap tahapan yang diajukan oleh masing-masing
desa, dengan format sebagaimana Lampiran VIl yang merupakan n bagian

;ﬁ_ngmdiﬁmfuﬁﬂkndSuntPemnmngJum(SPJj
enggun ‘B&Dm bertanggungiawab atas kebenaran serta

: ] t paling lambat 5 (lima) kerja sejak
nya SPJ ADD dari Pemerintah Desa; i '

n pemantauan / pengendalian terhadap proses kegiatan yang
‘anggaran ADD di desa; ° =

an pelaksanaan ADD agar sesuai rencana dan tepat
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Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan sebagai Kepala Sekretariat dibantu
dengan beberapa staf yang secara khusus menangani ADD. Sebagai pusat

pelayanan dan informasi Sekretariat beralamat di Sekretariat Kecamatan
masing-masing.

(4) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan sebagaimana
dimaksud ayat (1) dibebankan kepada APBD Kabupaten Barito Selatan
melalui DPA masing-masing Kecamatan,

Bagian Kedua
Tingkat Kabupaten

Pasal 13

(1) Tingkat Kabupaten dibentuk Tim Fasilitasi pelaksanaan ADD Tingkat
Kabupaten yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang terdiri dari
. SKPD terkait dengan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab sebagai
berikut :
a. Merumuskan kebijakan tentang ADD dan pemanfaatannya;
b. Menentukan besaran ADD yang diterima oleh Desa berdasarkan
formulasi yang telah ditetapkan;
c. Melakukan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan
S informasi tentang ADD;
' d. Membantu Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan untuk memberikan
. ‘pelatihan/orientasi  kepada PTPKD  tentang Pengelolaan dan
- pertanggungjawaban Keuangan Desa;

2 ‘e. Melakukan penelitian/verifikasi terhadap dokumen permohonan
! 2 LT "'_____ADDyangdiajuknnohchmasing-mningduamehhﬁThn
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(3) Pembiayaan untuk operasional Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten
dibebankan kepada APBD Kabupaten Barito Selatan melalui DPA Dinas
Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.

BAB VIII
PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Bagian Kesatu
Mekanisme Penyaluran

Pasal 14

(1) Penyediaan dana ADD dalam APBD dianggarkan oleh Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah (PPKD) Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

(2) Rekening Pemerintah Desa di buka di Bank Rakyat Indonesia Cabang
Buntok.

(3) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD Kepada Bupati
Barito Selatan Cq. Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten Barito Sclatan
melalui Camat selaku penangungjawab Tim Fasilitasi Kecamatan.

(4] Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten Barito Selatan melakukan
verifikasi dan menerbitkan rekomendasi bagi dokumen yang memenuhi
persyaratan untuk diteruskan kepada Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah (PPKD) Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

(5) ﬁhtl‘mploh l(.;\.:lmm Daerah (PPKD) Pemerintah Kabupaten Barito
Selatan akan menyalurkan ADD ke Rekening Pemerintah Desa yang

Bagian Kedua
Pencairan
Pasal 15

(tiga puluh persen) dari total
peda triwtlen T yaits talan. Aell sasaias
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5. Fotocopy SK Pengangkatan Kepala Desa;
6. Fotocopy SK Pengangkatan Bendahara Desa; dan
7. Fotocopy buku rekening desa.

b. Pencairan Tahap II (dua) melengkapi persyaratan :
1. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap [; X
| sebagaimana

2. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap
dimaksud angka 1 (satu) diatas, menunjukan telah digunakan ADD

Tahap | sekurang-kurangnya sebesar 50% (lima puluh persen);

Daftar Rencana Penggunaan Dana;

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan ADD;
Fotocopy SK Pengangkatan Kepala Desa;

Fotocopy SK Pengangkatan Bendahara Desa; dan
Fotocopy buku rekening desa.

¢. Pencairan Tahap III (tiga) melengkapi persyaratan :
1. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap II;
2. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap [I sebagaimana
. dimaksud angka 1 (satu) diatas, menunjukan telah digunakan ADD
Tahap Il sekurang-kurangnya sebesar 50% (lima puluh persen);

. Daftar Rencana Penggunaan Dana;

. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan ADD;
Fotocopy SK Pengangkatan Kepala Desa;

Fotocopy SK Pengangkatan Bendahara Desa; dan
Fotocopy buku rekening desa.

TAMCO e G

Nowmsw

Format Laporan Realisasi Penggunaan Dana ADD, Daftar Rencana

- Penggunaan Dana dan Surat Pernyataan Tanggun ggunaan
1 g Jawab Pen ADD
¥ sebagaimana tercantum dalam Lampiran [II, IV dan V yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
. PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 16
(1) ADD digunakan sesuai dengan kegiatan
MOy ' yang tertuang dalam
Y @ . fl;;,l tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Apgmmfemw
. et . angan Kepala f
b Operasional Pemeriniah Desa; e it

dihmmp belanja sebagaimana dimaksud

Scanned by CamScanner



“ 11

Pasal 17

Dana ADD vyang tidak dapat terealisasikan sampai dengan berakhirnya periode
Tahun Anggaran, maka Dana tersebut oleh Pemerintah Desa dijadikan sebagai
SILPA dan merupakan penerimaan, dan dimasukkan dalam kelompok

pembiayaan pada Tahun Anggaran berikutnya.

BAB X
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu
Penatausahaan

Pasal 18
. (1) Seluruh transaksi baik Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintahan
Desa dan BPD, maupun Belanja Pembangunan, Pembinaan dan
Pemberdayaan Masyarakat wajib dilengkapi dengan kwitansi pembayaran
dan dilampirkan bukti-bukti pendukung lainnya sesuai Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Bukti-bukti pendukung lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah
bukti-bukti penerimaan maupun bukti pengeluaran belanja (nota-nota)
yang sah, bukti pembayaran pajak terhadap belanja barang dan jasa yang
terkena kewajiban pembayaran pajak, surat permohonan, RAB,
dokumentasi kegiatan, berita acara serah terima dan bukti-bukti lain yang
mendukung pengeluaran belanja.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 19
ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban
bentuk pertanggungjawabannya adalah
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2. Laporan Akhir.

Laporan Akhir dari penggunaan ADD mencakup perkembangan

pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan

rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.

Adapun susunan laporan akhir pelaksanaan penggunaan ADD

sebagai berikut :

a) Pendahuluan;

b) Program kerja masing-masing dibidang ( Bidang Pemerintahan,
Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan);

¢) Permasalahan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk
mengatasi permasalahan tersebut; dan

d) Penutup.

3. Format Sistematika pelaporan akhir pelaksanaan ADD sebagaimana
tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

b. Penyampaian laporan berkala dan laporan akhir pelaksanaan

-

I
. dilakukan secara hirarki yaitu dari PTPKD kepada Tim Fasilitasi
Tingkat Kecamatan secara bertahap. Selanjutnya Tim Fasilitasi Tingkat
Kecamatan memuat laporan/rekapan dari seluruh laporan Tingkat

Desa di Wilayahnya dan melaporkan kepada Bupati Cq. Tim Fasilitasi
Kabupaten.
Pasal 20

Mekanisme pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan
agar mempedomani ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor
22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sedangkan
untuk pengadaan barang dan jasa di desa berpedoman pada ketentuan yang
tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
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LAMPIRAN
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